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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Perkembangan jumlah penduduk, sarana dan prasaranan yang terjadi di Kota
Bogor mengakibatkan alih fungsi kawasan hutan sehingga terjadi peningkatan
CO2 oleh angkutan umum (angkot) yang mengakibatkan peningkatan polusi di
Kota Bogor. Diperlukan luas hutan untuk menjaga keseimbangan ketersediaan
lahan bervegatas dalam penyediaan dan kebutuhan oksigen. Dengan
memperhatikan luas kota bogor 11.850 ha dan jumlah penduduk 955.860 orang
pada tahun 2008 serta jumlah kendaraan umum (angkot) 3.455 unit maka
diperlukan jumlah pohon 2.676.408 pohon untuk kebutuhan manusia dan
kendaraan umum (angkot) dan 34.278 pohon untuk mengabsorpsi CO2 hasil
emisi. Secara Luas kawasan hutan sebesar 2534,65 ha, luas hutan tersebut dapat
berupa hutan kota, hutan rakyat, kebun raya, hutan raya dan juga halaman rumah.
Hutan tersebut dapat mengimbangi jumlah karbon yang ada di atmosfer sebagai
bentuk pencemaran udara dan kebutuhan oksigen, agar kondisi lingkungan tetap

seimbang dan kebutuhan oksigen dapat tercukupi.

5.2. Saran

Pembangunan dan kemajuan teknologi adalah hal yang tidak dapat dicegah,
begitu pula dengan perkembangan pembangunan di Kota Bogor. Namun
kemagjuan pembangunan tersebut harus sejalan dengan perencanaan dan
pengembangan kota. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan
berupa perencanaan hutan kota serta membatasi |gju perkembangan pembangunan
yang terjadi, baik dari peningkatan pembangunan maupun jumlah angkutan umum
khususnya angkot yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara jumlah karbon
yang ditimbulkan, kebutuhan oksigen manusia dengan luas lahan hutan yang
berimplikasi pada pemanasan global dan penurunan kesehatan masyarakat.
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